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BUPATI  BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI  BANTUL 

NOMOR    19   TAHUN 2018 

T E N T A N G 

PENCABUTAN  BEBERAPA PERATURAN BUPATI BANTUL YANG MENGATUR 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka 

beberapa Unit Pelaksana Teknis tidak memenuhi kriteria 

pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga Peraturan 

Bupati yang mengaturnya harus dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang 

Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Bantul Yang Mengatur Unit 

Pelaksana Teknis (UPT); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 

dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 451); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 70); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); 

 

          M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENCABUTAN  BEBERAPA 

PERATURAN BUPATI BANTUL YANG MENGATUR UNIT PELAKSANA 

TEKNIS (UPT). 

 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul sebagai berikut: 

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pengolahan Pupuk Organik Kabupaten Bantul (Lembaran Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 139); 
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2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 144); dan 

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul (Lembaran Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 158); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Personil pada Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Pupuk Organik, Unit Pelaksana 

Teknis Tempat Pelelangan Ikan, dan Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan 

Kemiskinan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penataan 

organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal   2 Januari 2018 

 

BUPATI BANTUL, 

Ttd. 

 

SUHARSONO 

 

 

Diundangkan di Bantul, 

pada tanggal  2 Januari 2018 

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

Ttd. 

 

                       RIYANTONO  

 

       BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR  20 


